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Pendahuluan
 Memperkirakan perilaku secara akurat dengan 
menggunakan perspektif Theory Planned Behavior 
(teori perilaku yang direncanakan) dari nelayan 
artisanal di Indonesia, khususnya di pantai Utara 
Provinsi Jawa Barat penting untuk dikaji. Urgensi 
ini diperkuat dengan kehidupan nelayan Indonesia 
di tengah kondisi degradasi sumberdaya laut yang 
semakin menurun, kondisi kemiskinan absolut 
yang dihadapi oleh nelayan artisanal dan semakin 
kompleksnya persoalan pemanfaatan sumberdaya 
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Abstract
This study aims to estimate accurately the behavior using the Theory of Planned Behavior perspective of artisanal fishermen in 
Indonesi., The population of artisanal fishermen in the northern coast of West Java Province 10,404. Techniques for sampling by 
cluster random sampling clusters with the number of household sample of 400 artisanal fishermen. Data was collected using a 
questionnaire interview further processed using the program structural equation model (SEM) and LISREL 8:54. The conclusion 
of this study were (1) Theory of Planned Behavior perspective can be used to view the behavior intention of artisanal fishermen 
in the northern coast of West Java province; (2) the coefficient of determination between the attitude variables, subjective norm, 
perceived behavior control to variable behavior intention at 0,64. Meanwhile the influence of variables on behavior intention to 
behavior by 0,68 indicates that it is not fully manifested the behavior intention in accordance with the behavior of fishermen in 
their fishing activities, (3) that explains the study's findings about contribution of the Theory Planned Behavior perspective to the 
problem of coastal common resource  and can contribute to the activities of co-management of fisheries in Indonesia, especially 
in communities in the study area on the northern coast of West Java Province.
Keywords: artisanal fishermen behavior, behavior intention, attitude, subjective norm, perceived behavior control
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan perilaku secara akurat dengan menggunakan perspektif Theory Planned Behavior 
dari nelayan artisanal di Indonesia. Jumlah populasi nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat 10.404 rumah tangga. 
Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara acak kluster dengan jumlah sampel 400 rumah tangga. Data  dikumpulkan 
dengan menggunakan wawancara kuesioner selanjutnya diproses dengan menggunakan program structural equation model 
(SEM) and LISREL 8:54. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) perspektif Theory Planned Behavior dapat digunakan untuk 
melihat niat untuk berperilaku dan perilaku nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat; (2) koefisien determinasi 
antara peubah sikap (Atitude), norma subjektif (Subjective Norm), keyakinan kemampuan berperilaku (Perceived Behavior 
Control) terhadap peubah niat untuk berperilaku sebesar 0,64. Sementara itu pengaruh peubah niat untuk berperilaku terhadap 
perilaku sebesar 0,68 mengindikasikan bahwa tidak sepenuhnya niat untuk berperilaku nelayan terwujud sesuai dengan perilaku 
mereka dalam kegiatan perikanan tangkap; (3) temuan penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi Theory Planned Behavior 
terhadap persoalan sifat kepemilikan ikan laut sebagai sumber milik bersama dan kontribusi terhadap kegiatan ko-manajemen 
perikanan di Indonesia  khususnya pada komunitas di wilayah studi di pantai Utara Provinsi Jawa Barat.
Kata kunci: perilaku nelayan artisanal, niat untuk berperilaku, sikap, norma subjektif, keyakinan kemampuan berperilaku
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pesisir di Indonesia dengan semakin beragamnya 
stakeholder pemanfaat sumberdaya tersebut. 
 Kajian teoritis yang menjelaskan bagaimana 
dampak sikap terhadap perilaku individu telah dibahas 
sejak tahun 1862. Dalam kurun waktu tahun 1918 hingga 
1925 para ahli psikologi sosial telah memunculkan 
berbagai teori yang menghubungkan antara sikap 
dengan perilaku. Tesis utama dari perkembangan 
perspektif teori tersebut adalah “sikap dapat menjelaskan 
perilaku individu” (Ajzen & Fishbein, 1980). Berangkat 
dari kritik terhadap teori dan pengukuran sikap yang 
seringkali tidak tepat, yaitu tidak dapat memperkirakan 
perilaku yang akan timbul, Fishbein (1967) dan Ajzen 
(Fishbein & Ajzen, 1975) memunculkan pentingnya 
unsur “niat untuk berperilaku”. Menurut  Fishbein & 
Ajzen, (1975), mengukur sikap terhadap niat sama 
bengan mengukur perilaku itu sendiri karena menurut 
mereka hubungan antara niat dan perilaku adalah yang 
paling dekat.  Perspektif teori yang kemudian dikenal 
dengan nama Theory Planned Behavior ini selanjutnya 
digunakan oleh banyak peneliti untuk memperkirakan 
perilaku (behavior) melalui niat untuk berperilaku 
(behavior intention) (Beedell & Rehman (2000), 
(Moorrison, 2002), (Arifin, 1995), (Sean Charlene, 
2001), (Mark Conner, 2002), (Mark A, Elliot, 2003), 
(Carey, 2007), (Ginis Martin, 2007), (Ryan J, Martin, 
2010) dan sebagainya. 
 Dalam berbagai literatur Berkes et al., (2001), 
Charles (2001), Satria (2002), Johnson (2005), Luky 
(2007) nelayan artisanal yang termasuk sebagai 
small scale fishery adalah orang pemilik perahu yang 
tergantung sebagian besar penghasilannya pada kegiatan 
penangkapan ikan di laut, mengoperasikan sendiri 
perahunya, dengan menggunakan peralatan tangkap 
ikan sederhana (seperti gilnet, jaring badut, minitrawl, 
pancing, rawai pancing), ukuran berat perahu antara 
2,75 – 25 GT (atau ukuran panjang perahu antara 5 meter 
hingga 15 meter, lebar antara 1,5 meter hingga 6 meter), 
menggunakan sistem penghasilan bagi hasil antara 
pemilik dan anak buah kapal, hasil tangkapan ikan dijual 
dalam lingkup pasar lokal yang terbatas. Di Indonesia 
masyarakat nelayan merupakan salah satu golongan 
masyarakat yang dianggap miskin secara absolut, bahkan 
paling miskin diantara penduduk miskin (the poorest of 
the poor) (Mukflihati, 2010).  Berbagai studi juga telah 
menunjukkan kondisi nelayan khususnya nelayan small 
scale fishery  di Indonesia berada pada tingkat marjinal 
(Kusnadi (2000) Semedi (2003), Budi (2008). 
 Berbagai upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup 
nelayan, meskipun dalam implementasinya kebijakan 
yang dikeluarkan pemerintah selalu tidak berpihak 
kepada nelayan atau lemahnya penerapan hukum 
regulasi tersebut. Kebijakan yang telah dikeluarkan 
pemerintah dimulai dari keluarnya kebijakan Revolusi 
Biru sejak tahun 1970-an hingga regulasi di tingkat 
undang-undang pada saat ini. Bila di bidang pertanian 
pada saat yang sama pemerintah mengeluarkan 
kebijakan Revolusi Hijau dalam rangka modernisasi 
sistem pertanian untuk dapat meningkatkan tingkat 
kesejahteraan petani, Revolusi Biru dikeluarkan 
oleh pemerintah sebagai kebijakan politik perikanan 
yang pada awalnya ingin mengikuti success story 
di bidang pertanian. Target Revolusi Biru adalah 
peningkatan kesejahteraan nelayan melalui upaya 
peningkatan efisiensi dan produktifitas perikanan 
khususnya sumberdaya laut dengan berbagai varian 
kebijakan mulai dari modernisasi penggunaan 
motorisasi dan teknologi alat tangkap yang modern; 
kebijakan pembe-rian fasilitas kredit berupa kredit 
usaha, mesin-mesin, perahu-perahu dan peralatan 
penting kepada nelayan; pembangunan fasilitas 
infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan 
agar menjamin efektivitas dan peningkatan produksi 
berupa pelabuhan perikanan, ruang pendingin, tempat 
pengeringan ikan dan pelelangan ikan (TPI).  Pada 
tahun 1980 – 1996 kebijakan ini diperbaharui dengan 
diluncurkannya deregulasi perikanan yang mencakup 
pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan 
dan penambahan armada penangkapan ikan melalui 
kemampuan produksi dalam negeri  maupun impor 
kapal bekas serta pemberian izin kapal asing. 
 Dampak kebijakan Revolusi Biru yang 
dikeluarkan pemerintah memang cukup fantastis yakni 
sejak tahun 1970 hingga 2003 terjadi peningkatan 
produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun 
budidaya. Hal ini dikarenakan Revolusi Biru yang 
didukung aktifitas usaha berskala besar dan padat modal 
menjustifikasi adanya penetrasi kapitalisme yang tidak 
berbasis pada kemandirian nelayan kecil dan petani 
ikan. Secara khusus ada enam implikasi yang muncul 
akibat dari perkembangan ini (Tridoyo, 2004). Pertama, 
degradasi sumberdaya ikan, penurunan daya dukung 
lingkungan laut dan kerusakan ekosistem; kedua, 
menciptakan ketimpangan kelas yang lebar antara 
pemilik kapal dan buruh nelayan; ketiga, degradasi 
hutan mangrove dan pengalihan lahan tambak kepada 
pemodal; keempat,  konflik ruang di wilayah pesisir 
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yang disebabkan oleh wilayah kegiatan perikanan, 
pelabuhan, pariwisata, industri maupun kawasan 
konservasi; kelima, rendahnya kapasitas sumberdaya 
manusia nelayan sehingga produktifitas mereka juga 
rendah; dan keenam ketidakadilan struktural yang 
merugikan nelayan miskin dalam keterbatasan akses 
modal. 
 Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah 
untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan diantaranya 
melalui program penyaluran kredit usaha kepada nelayan, 
bantuan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Keputusan 
Menteri Pertanian No.607.Kpts/Um/9/1976 tentang 
pembagian wilayah penangkapan berdasarkan tingkat 
kualifikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan, 
Keppres No.39/1980 tentang penghapusan operasi 
kapal pukat harimau, Undang-undang Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil serta lahirnya Keputusan Presiden Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan 
Perluasan Program Pro Rakyat yang mengalokasikan 
dana sebsar Rp.927,82 milyar untuk mensejahterakan 
nelayan. Dalam kenyataannya penegakkan regulasi dan 
implementasi program-program tersebut hingga saat ini 
sangat lemah dan mengindikasikan seolah-olah regulasi 
dan kebijakan tersebut tidak pernah ada sebagaimana 
stagnasi peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. 
Ujungnya, pengalokasian sumberdaya dan sumberdana 
dalam sistem perikanan perikanan tangkap bagi nelayan 
kecil masih jauh dari kondisi yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup nelayan.
 Sistem kegiatan perikanan tangkap nelayan 
artisanal terdiri dari 4 (empat) aspek kegiatan (Kusnadi, 
2001), Charles (2001) yaitu (a) kegiatan dalan bidang 
penggunaan teknologi alat tangkap dan alat bantu 
tangkap berkait dengan capital dynamics yaitu armada, 
alat tangkap (fleet) dan alat bantu tangkap yang 
mendorong hasil tangkapan maksimal dengan dampak 
seminimal mungkin terhadap lingkungan fisik; (b) 
kegiatan dalam bidang kegiatan persiapan dan operasi 
penangkapan yang berisi tentang kemampuan nelayan 
menentukan waktu musim ikan, lokasi penangkapan 
ikan, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap serta 
kondisi cuaca yang memungkinkan untuk melaut; 
(c) kegiatan dalam bidang pengerahan tenaga kerja 
dan modal yang berisi tentang kemampuan nelayan 
untuk mengoptimalkan tenaga kerja dan modal 
yang ada dalam mengoperasikan perahu beserta alat 
tangkap; dan (d) kegiatan dalam bidang menjaga mutu 
hasil tangkapan dan pemasaran ikan berkait dengan 
kemampuan nelayan mengupayakan mutu ikan yang 
baik tetap terjaga untuk mencapai harga jual ikan yang 
setinggi-tingginya. 
 Merujuk kepada perspektif Theory Planned 
Behavior (Ajzen, 2005) yang menempatkan komponen 
sikap (attitude), norma subjektif (subjectif norm) 
dan keyakinan kemampuan berperilaku (perceived 
behaviour control) sebagai aspek yang mempengaruhi 
niat untuk berperilaku (behaviour intention) untuk 
memperkirakan perilaku (behaviour), maka penelitian 
ini bertujuan untuk menguji keberlakukan perspektif 
Theory Planned Behavior pada masyarakat nelayan di 
pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Pengujian perspektif 
teori ini dilakukan dengan cara (1) menemukan faktor-
faktor yang berpengaruh pada niat untuk berperilaku 
nelayan artisanal dalam memanfaatkan sumberdaya 
pesisir; (2) mengetahui berapa besar pengaruh faktor 
niat untuk berperilaku tersebut terhadap perilaku 
nelayan artisanal dalam memanfaatkan sumberdaya; 
dan (3) mengetahui berapa besar pengaruh faktor 
latar belakang berupa karakterisik demografi terhadap 
sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm) 
dan keyakinan kemampuan berperilaku (perceived 
behavior control) pada nelayan di pantai Utara Provinsi 
Jawa Barat. 
Metode Penelitian
 Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif ex post pacto yaitu penelitian mengukur 
perilaku dengan menanyakan peristiwa yang telah 
terjadi. Penelitian ini dilakukan di 16 desa,  11 
wilayah kecamatan yang tersebar dalam 5 wilayah 
kabupaten di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. 
Kelima kebupaten tersebut adalah kabupaten 
Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan 
Bekasi. Unit pengamatan terkecil yang diamati pada 
penelitian ini adalah rumah tangga nelayan artisanal 
pemilik perahu yang mengoperasikan sendiri 
perahunya di wilayah desa-desa pesisir terpilih. 
Jumlah rumah tangga nelayan artisanal di desa-desa 
pantai Utara Provinsi Jawa Barat seluruhnya 10.404 
KK. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus 
Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, yaitu 
400 rumah tangga.  
 Data yang terkumpul merupakan data primer 
yang mencakup karakteristik demografi, sikap, norma 
subjektif, keyakinan kemampuan berperilaku, niat 
untuk berperilaku dan perilaku nelayan dalam kegiatan 
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perikanan tangkap. Data ini diperoleh dengan melalui 
wawancara dengan menggunakan instrumen kuesioner. 
Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS for 
Windows dan Lisrel 8.54. Analisis data dibedakan 
atas analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis 
statistik inferensial yang digunakan adalah Structural 
Equation Model (SEM). Pengujian kesesuaian model 
dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran 
model GFT (Goodness of Fit Test).  Menurut Kusnendi 
(2008), suatu model struktural diindikasikan sesuai 
atau fit bila memenuhi tiga jenis GFT, yaitu (1) Uji 
khi kuadrat dengan p-value ≥ 0,05; (2) RMSEA (Root 
Means Square Error of Approximation) ≤ 0,08 dan (3) 
CFI (Comparative Fit Indeks) ≥ 0,90. 
 Enam peubah dengan 57 indikator dijabarkan 
dalam hubungan antar peubah tersebut. Keenam 
variebal tersebut adalah Karaktersitik Individu 
(X1), Sikap/Attitude, Norma Subjektif /Subjective 
Norm (X3), Keyakinan Kemampuan Berperilaku/
Perceived Bahavior Control (X4), Niat untuk 
Berperilaku/Behavior Intention (Y1) dan Perilaku/ 
Behavior (Y2). 
Hasil dan Pembahasan
Profil Umum Nelayan Artisanal di Pantai Utara 
Provinsi Jawa Barat
 Profil umum responden nelayan artisanal 
di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Usia nelayan 
artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat berkisar 
antara 30–55 tahun dengan rataan usia nelayan di 
kabupaten Cirebon 46,4 tahun, Indramayu 46,8 
tahun, Subang 48,3 tahun, Karawang 47,2 tahun 
dan kabupaten Bekasi 45,6 tahun. Kondisi demikian 
tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Muflikhati 
(2010) yang melihat karakteristik usia nelayan di 
pesisir pantai Utara dan Selatan Jawa Barat. Penelitian 
tersebut melihat usia ayah sebagai kepala keluarga 
nelayan, yang  berada pada rataan usia 43,1 tahun. 
 Pekerjaan sebagai nelayan berada de-ngan 
rataan usia berada pada 46,8 tahun dengan banyaknya 
jumlah jiwa yang harus ditanggung oleh nelayan 
dalam satu rumah tangga. Nelayan di wilayah 
kebupaten Bekasi, harus menanggung 4,6 jiwa dalam 
setiap  rumah tangga  tidak termasuk dirinya. Nelayan 
kabupaten Karawang harus menanggung hidup rata-
rata 4,7 jiwa,  kabupaten Subang 4,8 jiwa, kabupaten 
Indramayu 4,6 jiwa dan kabupaten Cirebon 4,6 jiwa. 
Bila jumlah nelayan artisanal di wilayah pantai Utara 
Jawa Barat seluruhnya 10.404 jiwa, maka total jumlah 
jiwa yang tergantung dari nelayan tersebut mencapai 
tidak kurang dari 40.000. Belum lagi jumlah jiwa 
yang terdapat dalam rumah tangga nelayan buruh 
(anak buah kapal) dan rumah tangga yang bergantung 
sepenuhnya pada sektor perikanan lainnya seperti 
pelelangan ikan, pengolahan ikan, bengkel perbaikan 
dan penjualan perahu dan mesin.  
 Tingginya jumlah jiwa dalam rumah tangga 
nelayan artisanal yang tergantung terhadap ketersediaan 
sumberdaya perikanan di pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat, di sisi lain ternyata diiringi dengan semakin 
tingginya degradasi sumberdaya perikanan setempat. 
Hasil penelitian LIPI pada tahun 2005 mencatat 
bahwa sumberdaya ikan demersal di pantai Utara 
Jawa dieksplotasi dengan cepat setelah indroduksi alat 
tangkap trawl pada akhir tahun 1960. Perkembangan 
alat tangkap tersebut merupakan penyebab utama 
penurunan stok ikan demersal. Sementara itu  ketersedian 
sumberdaya ikan pelagis telah lama dieksploitasi oleh 
berbagai alat tangkap diantaranya seperti jaring payang. 
Suatu kenyataan dihadapi bahwa perairan pesisir Utara 
Jawa sudah menderita kejenuhan bagi usaha perikanan. 
Kondisi ini diperparah dengan jumlah perahu motor dan 
nelayan yang tidak sebanding dengan potensi perikanan 
yang tersedia. Temuan tersebut sejalan dengan hasil 
penelitian Semedi (2003) yang mencatat angka 
penurunan hasil tangkapan nelayan yang disebabkan 
oleh over fishing di pantai Utara Jawa sejak tahun  1980-
an. Bagi nelayan yang memiliki modal seperti nelayan 
purseine, kejenuhan wilayah tangkap di pantai Utara 
Jawa mereka dialihkan dengan mencari wilayah tangkap 
yang masih memiliki potensi ikan hingga kepulauan 
Natuna, propinsi Kepulauan Riau. 
 Dalam berbagai literatur temuan hasil penelitian, 
tingkat pendidikan nelayan umumnya rendah. Penelitian 
Muflikhati (2010) mencatat bahwa rataan lama nelayan 
mengikuti pendidikian formal berada pada angka 4,63 
tahun yang berarti tidak mencapai kelas 5 Sekolah 
Dasar. Hal ini berarti nelayan tersebut rata-rata hanya 
mengecap tingkat pendidikan maksimal hingga kelas 
5 Sekolah Dasar. Minimnya tingkat raihan nelayan 
terhadap akses pendidikan formal ternyata tidak berbeda 
dengan kondisi nelayan ketika mereka mengakses jenis 
pendidikan non formal seperti dalam bentuk kursus, 
magang atau pelatihan. Nelayan artisanal di kabupaten 
Cirebon misalnya, rata-rata hanya dapat mengakses 
pendidikan non formal selama 4,9 jam per tahun, 
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sementara itu nelayan di kabupaten Subang 3,5 jam 
per tahun, Indramayu 5,8 jam per tahun,  kabupaten 
Karawang 4,3 jam per tahun dan nelayan di kabupaten 
Bekasi 4,8 jam per tahun.
 Rendahnya capaian tingkat pendidikan formal 
dan non formal nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat ternyata tidak seluruhnya sejalan dengan kriteria 
tingkat kemiskinan yang menggunakan indikator 
pemasukan dan pengeluaran. Penelitian Muflikhati 
(2010) bahwa jika kesejahteraan nelayan hanya diukur 
dengan ukuran ekonomi (pendapatan dan pengeluaran), 
maka keluarga nelayan dapat dikatakan lebih sejahtera 
daripada keluarga bukan nelayan. Namun dengan 
indikator yang memiliki dimensi lebih luas dan lebih 
menjelaskan kondisi kehidupan dari berbagai aspek 
seperti akses terhadap pendidikan, terlihat bahwa 
keluarga nelayan berada dalam kondisi rendah dalam 
tingkat kesejahteraannya. 
 Rendahnya tingkat pendidikan formal dan 
non formal yang dapat diakses oleh nelayan artisanal 
pantau Utara Jawa Barat, tidak menjadikan sulitnya 
mereka dapat menguasai teknik-teknik dalam kegiatan 
perikanan tangkap. Proses sosialisasi dan enkulturasi 
yang dilakukan oleh nelayan secara turun temurun, 
menjadikan pengetahuan kemampuan melaut dan 
menangkap ikan dapat tersampaikan antar generasi. 
Bagi seorang individu nelayan, proses tersebut tidak 
berjalan secara singkat, melainkan berlangsung hingga 
puluhan tahun. Temuan penelitian ini menunjukkan 
rata-rata lama responden bekerja menjadi nelayan 
yang mencapai hingga 21,28 tahun. Demikian pula 
dengan lamanya waktu telah memiliki perahu secara 
sendiri rata-rata sudah mencapai waktu 17,26 tahun. 
 Nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi 
Jawa Barat, merupakan contoh nelayan yang sulit 
memperoleh pekerjaan lain diluar sektor kenelayanan. 
Bagi nelayan yang tinggal di wilayah pesisir dengan 
kondisi sumberdaya alam yang masih tersedia, 
diversifikasi dimungkinkan ke bidang pekerjaan lain 
ketika untuk sementara bidang pekerjaan nelayan 
tidak menghasilkan pendapatan yang cukup. Nelayan 
di pulau Ranai Natuna di kepulauan Riau, misalnya. 
Manakala mereka tidak bisa melaut karena keadaan 
cuaca yang buruk, mereka dapat menjadi petani 
sayuran atau petani perkebunan kelapa yang ada 
di wilayah mereka. Pada daerah yang sumberdaya 
alamnya sulit seperti pesisir pantai Utara Provinsi 
Jawa Barat, diversifikasi pekerjaan sulit dilakukan 
kecuali mereka melakukan konversi pekerjaan di 
bidang lain, misalnya menarik becak atau menjadi 
buruh bangunan. Selain terhambat oleh keterbatasan 
sumberdaya ekonomi, konversi pekerjaan juga sulit 
dilakukan karena terhambat oleh aspek sosiokutural 
yang sangat terikat dengan pekerjaan sebagai nelayan. 
Lamanya masa bekerja sebagai nelayan menyebabkan 
diversifikasi pekerjaan ke bidang lain riskan untuk 
mereka lakukan, meskipun pekerjaan sebagai nelayan 
tidak memberikan hasil yang teratur dan stabil. Bagi 
nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat, laut sudah menjadi “sawah” mereka untuk 
bermatapencaharian.  Pengetahuan yang mereka miliki 
tentang laut, tidak sekedar hamparan air yang luas 
namun sudah merupakan petak-petak wilayah yang 
masing-masing merupakan wilayah “desa-desa ikan” 
sebagai wilayah tangkap (fishing ground). Contoh 
“desa-desa ikan” sebagai fishing ground yang dikenal 
seperti karang gosong, kelip pertamina dan lain-lain 
yang merupakan wilayah tangkap favorit nelayan 
sebagai wilayah fishing ground.    
 Nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi 
Jawa Barat umumnya merupakan nelayan dengan 
ukuran perahu relatif kecil  dengan indeks luas perahu 
antara 3 – 71 M2. Secara tersebar rataan ukuran indeks 
luas perahu nelayan masing-masing kabupaten adalah 
Cirebon 13,2 M2,  Indramayu 18,2 M2, Subang 17,8 
M2, Karawang 17,3 M2  dan kabupaten Bekasi 14,5 
M2. Sebagai konsekuensi logis dari ukuran perahu 
yang relatif kecil adalah rendahnya daya jangkau 
kegiatan melaut mereka. Keterbatasan ini disiasati 
dengan kegiatan melaut dalam bentuk one day 
fishing, yaitu berangkat melaut pada sore hari dan 
kembali esok harinya. Strategi lain dalam menghadapi 
persoalan terbatasnya jangkauan melaut adalah dengan 
melakukan andun yakni mencari fishing ground di 
wilayah kabupaten lain sebelah Barat atau Timur untuk 
sementara waktu bila di wilayah mereka sedang tidak 
musim ikan atau tidak memungkinkan untuk melaut 
karena kondisi cuaca yang buruk.
 Tradisi menjadi nelayan andun, juga dilakukan 
oleh nelayan artisanal pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat. Beberapa penelitian menunjukkan adanya 
tradisi andun terutama dilakukan pada wilayah 
pesisir yang terbatas sumberdaya alamnya. Penelitian 
Kusnadi (2002) mencatat nelayan di pantai Utara 
Provinsi Jawa Timur senantiasa melakukan tradisi 
andun ke wilayah kabupaten lain di Jawa Timur yang 
sedang musim ikan, atau pada saat kondisi cuaca tidak 
memungkinkan untuk melaut di wilayah kabupaten 
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asal mereka. Keadaan ini berbeda dengan nelayan 
yang berada di wilayah dengan sumberdaya alam 
masih baik. Bila tidak memungkinkan nelayan untuk 
melaut karena tidak musim ikan atau kondisi cuaca 
yang buruk, mereka melakukan diversifikasi sementara 
ke bidang pekerjaan lain seperti bertani. Bagi nelayan 
pantai Utara Provinsi Jawa Barat, tradisi andun mereka 
lakukan ke wilayah kabupaten sekitarnya hingga ke 
Muara Angke Jakarta dan Banten. Waktu pelaksanaan 
andun dapat mencapai 8 bulan atau hingga lepas musim 
ikan. Salah satu strategi yang dilakukan nelayan karena 
keterbatasan ukuran perahu dan jangkauan wilayah 
tangkap adalah dengan melakukan andun. 
 Strategi lain yang dilakukan oleh nelayan 
artisanal di pantau Utara Provinsi Jawa Barat 
dalam hal pengadaan modal melaut adalah dengan 
meminjam kepada punggawa yang sekaligus bertindak 
sebagai pedagang perantara. Betapa tinggi tingkat 
ketergantungan nelayan terhadap punggawa, tidak 
hanya dari sisi pengadaan modal melaut yang rata-
rata dalam satu bulan meminjam hingga 16 – 17 kali, 
namun dalam hal pengambilan keputusan kegiatan 
perikanan sebagian besar dari nelayan tergantung 
pada mereka (significant other). Fenomena hubungan 
patronklien nelayan dengan punggawa pemilik 
modal sekaligus sebagai pedagang perantara ini 
teridentifikasi pada banyak literatur hasil penelitian 
nelayan di Indonesia (Kusnadi, 2002; Semedi, 2002; 
Siswanto, 2008). Pada posisi demikian, nelayan 
berperan sebagai alat produksi modal dari punggawa 
untuk menjamin tersedianya stok ikan yang mereka 
jual. Karena ikatan hutang antara nelayan terhadap 
punggawa, maka nelayan harus menjual ikan hasil 
tangkapan kepada punggawa yang memodalinya 
melaut dengan harga yang ditentukan oleh punggawa. 
Di sisi lain kondisi demikian tidak didukung oleh 
institusi perdagangan ikan yang berpihak kepada 
nelayan. Dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang 
terdapat di pantai Utara Provinsi Jawa Barat seperti 
Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi; 
institusi TPI pada umumnya tidak berjalan seperti 
yang diharapkan meskipun telah ada regulasi yang 
mewajibkan untuk menjual ikan melalui sistem lelang 
di TPI. Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang dikeluarkan 
oleh Pemda Kabupaten Indramayu merupakan salah 
satu contoh regulasi kewajiban menjual ikan hasil 
tangkapan di laut melalui institusi lelang di TPI. 
Namun demikian regulasi ini hanya semata menjadi 
instrumen bagi retribusi dana lelang kepada Pemda 
melalui TPI. Kecenderungan yang terjadi pada semua 
wilayah kabupaten adalah pembelian langsung ikan 
dari nelayan kepada punggawa yang memodalinya 
asalkan punggawa membayar retribusi kepada TPI 
setempat. Tidak sedikit pula kasus yang terjadi yaitu 
pembelian langsung ikan dari nelayan ke punggawa 
tanpa melalui retribusi lelang ke TPI. 
Pengujian Hipotesis


























Chi-Square = 139,54,  df = 126, P-value = 0,19332, RMSEA= 0,016, CFI = 0,99
Gambar 1  Hubungan antar Peubah tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
       Perilaku Nelayan dengan Perspektif Theory Planned Behavior
Jurnal Penyuluhan, September 2012 Vol. 9 No. 2
163
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nelayan 
artisanal dalam kegiatan perikanan tangkap di pantai 
Utara Provinsi Jawa Barat dijabarkan dalam gambar 
1 berikut:
Hipotesis 1: Karakteristik Demografi (X1) 
berpengaruh positif terhadap Sikap (X2).
 Gambar 1 menunjukkan  adanya pengaruh 
langsung  peubah karakteristik terhadap sikap 
nelayan sebesar 0,15 yang nyata pada α = 0,05. 
Persamaan matematik model struktural sikap 
nelayan adalah X2 = 0,15 X1. Maka hipotesis 1 
diterima.
Hipotesis 2: Karaktersitik Demografi X1) 
berpengaruh positif  terhadap Norma Subjektif 
(X3).
 Gambar 1 menunjukkan  adanya pengaruh 
langsung peubah karakteristik terhadap norma 
subjektif nelayan sebesar 0,22 yang nyata pada α = 
0,05. Persamaan matematik model struktural sikap 
nelayan adalah X3 = 0,22 X1. Maka hipotesis 2 
diterima.
Hipotesis 3: Karaktersitik Demografi (X1) 
berpengaruh positif terhadap Keyakinan 
Kemampuan Berperilaku (X4).
 Gambar 1 menunjukkan  adanya pengaruh 
langsung  peubah karakteristik terhadap keyakinan 
kemampuan berperilaku sebesar 0,26 yang nyata 
pada α = 0,05. Persamaan matematik model 
struktural sikap nelayan adalah X4 = 0,26 X1. Maka 
hipotesis 3 diterima.
Hipotesis 4: Sikap (X2), Norma Subjektif (X3) 
dan Keyakinan Kemampuan Berperilaku (X4) 
berpengaruh positif terhadap Niat untuk Berperilaku 
(Y1). 
 Gambar 1 menunjukkan  adanya pengaruh 
langsung  peubah sikap, norma subkektif dan 
keyakinan kemampuan berperilaku terhadap niat 
untuk berperilaku masing-masing secara berturut-
turut sebesar 0,26; 0,46 dan 0,55 yang nyata pada α 
= 0,05. Persamaan matematik model struktural niat 
untuk berperilaku adalah Y1= 0,26 X2 + 0,46 X3 
+ 0,55 X4. Secara bersama pengaruh ketiga peubah 
(X2; X3 dan X4) pada niat untuk berperilaku nelayan 
sebesar 64 persen yang nyata pada α = 0,05. Maka 
hipotesis 4 diterima.
Hipotesis 5: Niat untuk Berperilaku (Y1) 
berpengaruh positif terhadap Perilaku.
 Gambar 1 menunjukkan pengaruh peubah 
niat untuk berperilaku terhadap perilaku nelayan 
sebesar 0,68. Secara matematik persa-maan model 
struktural perilaku nelayan adalah Y2 = 0,68 Y1. 
Pengaruh niat untuk berperilaku pada perilaku 
koefisien determinasinya sebesar 47%, sisanya 53 
persen merupakan pengaruh peubah lain di luar 
penelitian ini. Maka hipotesis 5 diterima. 
Pengaruh Karakteristik terhadap Sikap
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah 
karakteristik demografi berpengaruh secara nyata 
terhadap sikap dalam kegiatan perikanan tangkap. 
Kondisi ini menunjukkan bila peubah karakteristik ikut 
menentukan sikap positif nelayan dengan koefisien 
pengaruh sebesar 0,15 yang nyata pada α = 0,05. 
Indikasi dari situasi tersebut, jika terjadi peningkatan 
satu satuan karakteristik nelayan selanjutnya akan 
meningkatkan sikap positif nelayan dalam penggunaan 
alat tangkap sebesar 0,54 satuan, sikap positif dalam 
melakukan operasi kegiatan penangkapan sebesar 0,54 
satuan dan sikap positif dalam menjaga mutu ikan hasil 
tangkapan sebesar 0,59 satuan. Pengaruh nyata peubah 
karakteristik terhadap peubah sikap disebabkan oleh 
dimensi besaran ukuran perahu yang dimiliki, jumlah 
anak buah kapal dan besaran ukuran mesin perahu.
 Temuan penelitian ini bahwa besaran ukuran 
perahu yang dinyatakan dalam bentuk indeks luas 
perahu nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat 
menunjukkan rata-rata ukuran perahu berada pada 
perahu ukuran kecil yaitu antara 13,2 – 18,2 M2., bila 
melihat rentang ukuran indeks luas perahu di kabu-
paten Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan 
Bekasi yang berada antara 3 – 72 M2. Sementara itu 
rata-rata jumlah anak buah kapal yang dimiliki oleh 
nelayan adalah 5,7 jiwa yang berada pada rentang 
antara 1 – 19 anak buah kapal. Banyaknya anak buah 
kapal tergantung dari ukuran perahu yang mereka 
miliki. Pada perahu berukuran kecil seperti yang 
sebagian besar dimiliki oleh nelayan artisanal di pantai 
Utara Provinsi Jawa Barat yakni antara 13,2 – 18,2 M2, 
maka jumlah anak buah kapal antara 1 – 6 anak buah 
kapal, sementara itu untuk ukuran perahu besar seperti 
purseseine jumlah anak buah kapal dapat mencapai 
19 orang. Untuk besaran ukuran mesin perahu yang 
dinyatakan dalam bentuk PK (Pärk de Kräct) atau HP 
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(Horse Power), maka rata-rata perahu nelayan memiliki 
mesin berkekuatan 34,4 PK yang berada rentang antara 
2 – 120 PK atau sebanyak 71,2% memiliki kekuatan 
mesin perahu rendah < 20 PK.
 Bagi nelayan pantai Utara Provinsi Jawa Barat, 
sebagian besar (83,5%) dari mereka hanya memiliki 
ukuran indeks luas perahu maksimal sebesar 3 M² 
hingga 26 M² dan hanya sebagian kecil (3,0%) yang 
menggunakan perahu berukuran luas antara 50 M² 
hingga 72 M² (ukuran kapal pursesine). Semakin besar 
ukuran indeks luas perahu yang dimiliki oleh nelayan, 
berarti semakin besar pula resiko ekonomi yang harus 
ditanggung mereka sehingga harus semakin positif 
sikap mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan 
ikan untuk memperkecil resiko ekonomi yang telah 
dikeluarkan sebagai salah satu modal usaha. Sumber-
sumber permodalan nelayan artisanal di pantai Utara 
Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah tabungan 
dan harta benda pribadi, pinjaman dari kerabat dan 
tetangga serta pinjaman dari tengkulak (pedagang 
ikan perantara). Kondisi tersebut juga terjadi pada 
nelayan pantai Utara Jawa Timur (selat Madura) 
(Kusnadi, 2000). Pelibatan pihak lain seperti pinjaman 
dari kerabat dan tengkulak, aset dan tabungan pribadi 
nelayan sebagai modal usaha kegiatan perikanan untuk 
pengadaan perahu, merupakan tekanan tersendiri 
bagi nelayan untuk menjaga agar modal yang telah 
dikeluarkan tidak hilang karena merugi.
 Jumlah nelayan artisanal yang memiliki anak 
buah kapal pada perahu yang dioperasikannya sebagian 
besar (57,2%) antara 1 hingga 6 orang. Pelibatan anak 
buah kapal pada kegiatan nelayan artisanal umumnya 
merupakan pelibatan yang didasarkan atas prinsip 
ketrampilan dan hubungan kerabat diantara mereka 
dengan bertujuan untuk memberikan kontribusi secara 
ekonomi. Semakin besar jumlah anak buah kapal 
yang dimiliki oleh seorang nelayan artisanal pemilik, 
semakin besar tanggungjawabnya dalam kontribusi 
ekonomi terhadap para anak buah kapal dan anggota 
keluarga yang menjadi tanggungannya. Kenyataan 
ini lebih diperkuat dengan keadaan sebanyak 70,2% 
nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat harus menanggung secara ekonomi 4 hingga 5 
anggota keluarga. Seorang nelayan artisanal pemilik 
perahu, dalam hubungan patron klien memiliki 
tanggungjawab sosial terhadap anak buah kapal 
yang menjadi kliennya. Penelitian Siswanto (2008), 
Kusnadi (2000) mengindikasikan bentuk-bentuk 
tanggung jawab sosial dan ekonomi nelayan pemilik 
terhadap anak buah kapalnya. Di saat anak buah 
kapal mengalami kesulitan di bidang ekonomi, pihak 
pertama yang didatangi untuk dimintakan bantuan 
adalah juragan pemilik kapal. Melihat kenyataan 
tersebut, maka banyaknya anak buah kapal yang 
dimiliki oleh seorang nelayan artisanal berimplikasi 
terhadap besarnya tanggung jawab sosial dirinya 
terhadap anak buah tersebut sehingga meningkatkan 
sikap positif nelayan pemilik dalam melakukan 
kegiatan perikanan.
 Kondisi tersebut tidak berbeda dengan ukuran 
mesin kapal yang dimiliki oleh nelayan artisanal di 
pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Besarnya ukuran 
mesin kapal sejalan dengan nilai ekonomi yang harus 
dikeluarkan oleh nelayan, menyebabkan nelayan 
harus berupaya memperkecil resiko terhadap kerugian 
dengan bersikap positif dalam melakukan kegiatan 
perikanan tangkap. Di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, 
sebagian besar  (71,2%) nelayan artisanal merupakan 
nelayan dengan ukuran besaran mesin perahu antara 
0 hingga 6 PK. Hasil penelitian ini mengindikasikan 
karakteristik nelayan yang semakin besar ukuran 
mesin perahu, akan memberikan kontribusi terhadap 
sikap positif nelayan dalam melakukan kegiatan 
perikanan tangkap. Temuan penelitian ini menegaskan 
bahwa untuk menekan resiko kerugian, maka nelayan 
artisanal mengembangkan sikap positif khususnya 
dalam hal penggunaan alat tangkap, melakukan operasi 
penangkapan dan menjaga mutu ikan hasil tangkapan. 
Pengaruh Karakteristik  terhadap Norma 
Subjektif 
 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
peubah karakteristik berpengaruh pula secara nyata 
terhadap norma subjektif  nelayan dalam kegiatan 
perikanan tangkap. Keadaan ini menunjukkan bahwa 
peubah karakteristik ikut menentukan positifnya norma 
subjektif  nelayan dengan koefisien pengaruh sebesar 
0,22 yang nyata pada α = 0,05. Hal ini mengindikasikan, 
jika terjadi peningkatan satu satuan karakteristik 
nelayan, akan meningkatkan norma subjektif nelayan 
untuk berperilaku positif nelayan hal penggunaan alat 
tangkap sebesar 0,70 satuan, norma subjektif  nelayan 
untuk berperilaku positif dalam melakukan operasi 
kegiatan penangkapan perikanan sebesar 0,84 satuan, 
sekaligus juga akan meningkatkan norma subjektif 
untuk berperilaku positif dalam menjaga mutu ikan 
hasil tangkapan yang akan dijual ke pasar sebesar 0,45 
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satuan. Pengaruh nyata peubah karakteristik nelayan 
terhadap norma subjektif  nelayan disebabkan oleh 
dimensi besaran ukuran perahu yang dimiliki, jumlah 
anak buah kapal dan besaran ukuran mesin perahu 
yang dimiliki.
 Besaran ukuran perahu yang dimiliki oleh 
nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, sebagian 
besar (83,5%) dari mereka hanya memiliki ukuran 
luas indeks perahu maksimal sebesar 3  hingga 26 M², 
hanya sebagian kecil (3,0%) yang menggunakan perahu 
berukuran luas antara 50 hingga 72 M² (atau ukuran 
kapal pursesine). Semakin besar ukuran perahu yang 
dimiliki oleh  nelayan, berarti semakin besar pula resiko 
ekonomi yang harus ditanggung yang berarti harus 
semakin positif pula norma subjektif  untuk berperilaku 
positif nelayan yang digunakan sebagai acuan dalam 
pengambilan keputusan guna memperkecil resiko 
ekonomi yang telah dikeluarkan terhadap perahunya 
sebagai salah satu modal usaha. 
 Jumlah nelayan artisanal yang memiliki anak 
buah kapal pada perahu yang dioperasikannya di pantai 
Utara Provinsi Jawa Barat sebagian besar (57,2%) 
berjumlah 0 hingga 6 orang. Pelibatan anak buah kapal 
pada kegiatan nelayan artisanal umumnya merupakan 
pelibatan yang didasarkan atas prinsip keterampilan dan 
hubungan kerabat dengan bertujuan untuk memberikan 
kontribusi secara ekonomi dan sosial diantara mereka. 
Semakin besar jumlah anak buah kapal yang dimiliki 
oleh seorang nelayan artisanal pemilik, semakin besar 
pula tanggungjawabnya dalam bentuk kontribusi 
ekonomi terhadap para anak buah kapal dan angota 
keluarga yang menjadi tanggungannya. Kenyataan 
ini lebih diperkuat dengan pada keadaan sebanyak 
70,2% nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat harus menanggung secara ekonomi 4 hingga 5 
anggota keluarga. Besarnya tanggung jawab sosial 
nelayan artisanal terhadap anak buah kapal, semakin 
meningkatkan norma subjektif untuk berperilaku 
positifyan sebagai referensi mereka dalam mengambil 
keputusan kegiatan di bidang perikanan tangkap.
 Keadaan demikian tidak berbeda halnya dengan 
ukuran mesin kapal yang dimiliki oleh nelayan artisanal 
di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Besarnya ukuran 
mesin  perahu yang sejalan dengan nilai ekonomi yang 
harus dikeluarkan oleh nelayan, menyebabkan nelayan 
harus berupaya memperkecil resiko terhadap kerugian 
dengan meningkatkan norma subjektif untuk berperilaku 
positif dalam mengambil keputusan kegiatan perikanan 
tangkap. Di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, sebagian 
besar (71,2%) nelayan artisanal merupakan nelayan 
dengan ukuran besaran mesin perahu antara 0 hingga 
20 PK. Hasil penelitian ini mengindikasikan nelayan 
dengan karaktersitik semakin besar ukuran mesin 
perahu, akan memberikan kontribusi terhadap semakin 
tingginya norma subjektif  untuk berperilaku positif 
sebagai acuan nelayan dalam pengambilan keputusan 
pada kegiatan perikanan tangkap. 
Pengaruh Karakteristik terhadap Keyakinan 
Kemampuan Berperilaku  
 Temuan dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa peubah karakteristik berpengaruh pula secara 
nyata pada keyakinan kemampuan berperilaku 
dalam kegiatan perikanan tangkap, berarti peubah 
karakteristik ikut menentukan keyakinan kemampuan 
berperilaku  nelayan untuk dapat berprilaku secara 
positif dengan koefisien pengaruh sebesar 0,26 
yang nyata pada α = 0,05. Hal ini mengindikasikan, 
jika terjadi peningkatan satu satuan karakteristik 
nelayan, akan meningkatkan keyakinan kemampuan 
berperilaku dalam hal penggunaan alat tangkap 
sebesar 0,62 satuan, kemampuan berperilaku nelayan 
dalam menggunakan alat bantu tangkap sebesar 
0,63 satuan serta keyakinan kemampuan berperilaku 
nelayan dalam melakukan persiapan operasi kegiatan 
penangkapan perikanan sebesar 0,63 satuan. Pengaruh 
nyata peubah karakteristik nelayan pada  keyakinan 
kemampuan berperilaku disebabkan oleh dimensi 
besaran ukuran perahu yang dimiliki, jumlah anak 
buah kapal dan besaran ukuran mesin perahu.
 Besaran ukuran perahu yang dimiliki oleh 
nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat tercatat 
sebagian besar (83,5%) dari mereka hanya memiliki 
ukuran indeks luas perahu maksimal sebesar 3  hingga 
26 M²,  hanya sebagian kecil (3,0%) yang menggunakan 
perahu berukuran luas antara 50 hingga 72 M² (atau 
ukuran kapal pursesine). Semakin besar ukuran perahu 
yang dimiliki oleh nelayan, semakin besar pula resiko 
ekonomi yang harus ditanggung yang berarti harus 
semakin besar keyakinan kemampuan berperilaku 
nelayan dalam memperkecil resiko ekonomi yang 
telah dikeluarkan terhadap perahunya sebagai salah 
satu modal usaha. 
 Jumlah nelayan artisanal yang memiliki 
anak buah kapal pada perahu yang dioperasikannya 
di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, sebagian besar 
(57,2%) 1 hingga 6 orang. Pelibatan anak buah kapal 
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pada kegiatan nelayan artisanal umumnya merupakan 
pelibatan yang didasarkan atas prinsip keterampilan 
dan hubungan kerabat dengan bertujuan untuk 
memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi. 
Semakin besar jumlah anak buah kapal yang dimiliki 
oleh seorang nelayan artisanal pemilik, semakin besar 
pula tanggung jawabnya dalam bentuk kontribusi 
ekonomi terhadap para anak buah kapal dan angota 
keluarga yang menjadi tanggungannya.  Kenyataan ini 
lebih diperkuat dengan pada keadaan sebanyak 70,2% 
nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat 
harus menanggung secara ekonomi 4 hingga 5 anggota 
keluarga. Besarnya tanggungjawab ekonomi dan sosial 
nelayan artisanal terhadap anak buah kapal, semakin 
meningkatkan persepsi keyakinan akan kemampuan 
melakukan kegiatan positif dalam kegiatan perikanan.
 Keadaan demikian tidak berbeda dengan 
ukuran mesin kapal yang dimiliki oleh nelayan 
artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Besarnya 
ukuran mesin kapal yang sejalan dengan nilai ekonomi 
yang harus dikeluarkan oleh nelayan, menyebabkan 
nelayan harus berupaya memperkecil resiko terhadap 
kerugian dengan bersikap positif dalam melakukan 
kegiatan perikanan tangkap. Di pantai Utara Provinsi 
Jawa Barat, sebagian besar (71,2%) nelayan artisanal 
merupakan nelayan dengan ukuran besaran mesin 
perahu antara 0 hingga 6 PK. Hasil penelitian ini 
mengindikasikan karakteristik nelayan yang semakin 
besar ukuran mesin perahu, akan memberikan 
kontribusi terhadap semakin tingginnya keyakinan 
kemampuan berperilaku  nelayan dalam melakukan 
kegiatan pada perikanan tangkap. 
Pengaruh Sikap, Norma subjektif  dan Keyakinan 
Kemampuan Berperilaku  terhadap Niat untuk 
Berperilaku
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah 
sikap (X2), norma subjektif  (X3) dan komptensi (X4) 
berpengaruh nyata terhadap niat untuk berperilaku 
(Y1), dengan koefisien determinasi sebesar  64% yang 
nyata pada α = 0,05. Hal ini berarti ketiga peubah X2, 
X3 dan X4 tersebut secara bersama-sama berpengaruh 
pada niat untuk berperilaku (Y1) sebesar 64% dan 
sisanya 36% merupakan pengaruh peubah lain yang 
tidak termasuk dalam penelitian ini. Meningkatnya niat 
untuk berperilaku nelayan nampak dengan semakin 
positifnya niat untuk berperilaku dalam penggunaan 
alat tangkap, niat untuk berperilaku pengerahan tenaga 
kerja dan niat untuk menjaga mutu ikan hasil tangkapan 
yang akan dipasarkan. 
 Pengaruh bersama peubah sikap, norma 
subjektif dan keyakinan kemampuan berperi-laku 
terhadap niat untuk berperilaku dengan koefisien 
determinannya sebesar 64%, berarti pengaruh peubah 

































Gambar 2  Kontribusi Theory Planned Behavior terhadap Persoalan Sifat Kepemilikan
Ikan Laut Sebagai Sumber Milik Bersama di Wilayah Studi
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berperilaku nelayan artisanal dalam kegiatan perikanan 
tangkap. Dengan demikian sikap, norma subjektif 
dan keyakinan kemampuan berperilaku merupakan 
faktor yang dominan dalam mempengaruhi niat untuk 
berperilaku pada kegiatan perikanan tangkap. 
Pengaruh Niat untuk Berperilaku terhadap 
Perilaku
 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
peubah niat untuk berperilaku berpengaruh pula 
secara nyata terhadap perilaku nelayan dalam 
kegiatan perikanan tangkap, berarti peubah niat untuk 
berperilaku ikut menentukan perilaku nelayan secara 
positif dengan koefisien pengaruh sebesar 0,68  yang 
nyata pada α = 0,05. Hal ini mengindikasikan, jika 
terjadi peningkatan satu satuan niat untuk berperilaku 
positif nelayan, akan mening-katkan perilaku positif 
dalam hal penggunaan alat bantu tangkap sebesar 
0,56 satuan, perilaku positif dalam melakukan operasi 
penangkapan sebesar 0,53 satuan serta perilaku 
positif dalam menjaga mutu ikan hasil tangkapan 
sebesar 0,62 satuan. Pengaruh nyata peubah niat 
untuk berperilaku disebabkan oleh dimensi niat untuk 
berperilaku dalam penggunan alat tangkap, niat untuk 
berprilaku dalam pengerahan tenaga kerja kegiatan 
perikanan dan niat untuk berperilaku dalam menjaga 
mutu ikan yang akan dipasarkan.  
Keberlakukan Theory Planned Bahavior dalam 
Mengukur Perilaku Nelayan di Pantai Utara 
Provinsi Jawa Barat
 TPB dapat digunakan untuk melihat faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku nelayan artisanal 
dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di 
pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Temuan penelitian  ini 
juga sejalan dengan temuan penelitian-penelitian lain 
yang menggunakan perspektif TPB untuk mengukur 
perilaku (behavior) yang diawali dengan niat untuk 
berperilaku (behavior intention).  Penelitian Beedell dan 
Rehman (2000) Using Social Psychology Models to 
Understand Farmers’ Conservation Behavior, Moorrison 
(2002) Teen Sexual Behavior: Application of the Theori 
Reasoned Action, Arifin (1995) Hubungan Sikap dan 
Norma Subjektif dengan Intensi Bersanggama pada 
Mahasiswa di Jakarta, Sean Charlene (2001) Predictor of 
Intention to Use Condoms Among University Womens: 
An Apprication and Extention of The Theory Planned 
Behavior, Mark, Conner (2002) The TPB and Health 
Eating,  Mark A, Elliot (2003) Driver’s Compliance 
with Speed Limits an Application of the TPB; penelitian 
Carey, Kate B (2007) The TPB as a Model of Heavy 
Episodic Drinking Among College Student; Ginis, 
Martin (2007) Using TPB to Predict Leisure Time 
Physical Activity Kidney Disease; Ryan J, Martin (2010) 
Using the TPB to Predict Gambling Behavior.
Faktor Lain di Luar Peubah Penelitian
 Nilai R2 peubah perilaku sebesar 0,47; 
mengindikasikan adanya peubah lain di luar peubah 
penelitian ini sebesar 53% yang mempengaruhi perilaku 
Bagaimana mungkin peubah di luar penelitian ini 
sebesar 53% dapat mempengaruhi perilaku nelayan? 
Untuk menjelaskan hal ini, teori strukturasi dapat digu-
nakan sebagai pisau  analisis. 
Teori strukturasi menjelaskan perbedaan antara agen 
(dalam tingkat mikro) dan struktur (dalam tingkat makro) 
(Ritzer, 2004). Agen merujuk kepada kapasitas seseorang 
untuk bertindak secara independen dan membuat pilihan 
mereka sendiri. Pada sisi yang lain, struktur secara luas 
merujuk pada penataan terpola berulang yang nampaknya 
mempengaruhi atau membatasi pilihan dan kesempatan 
yang dimiliki seseorang. Salah satu komponen dari 
teori strukturasi berupa pemikiran Giddens tentang 
konsep agen. Dalam upaya mencari rasa aman, agen 
merasionalisasikan dunia mereka juga membuat mereka 
menjalani kehidupan sosial seca¬ra efisien. Pada kasus 
nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, 
agen adalah para aktor nelayan artisanal yang memiliki 
perbedaan latarbelakang karakteristik demografi. Semua 
tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur 
melibatkan tindakan sosial. Agen dan struktur terjalin 
erat dalam aktifitas yang terus menerus dijalankan 
manusia. Struktur dimaksud adalah lingkungan yang 
memberikan konteks bagi aktor para nelayan dalam 
berperilaku. 
 Sejalan dengan konsep agen dan struktur 
tersebut, penelitian Kusnadi (2000)  juga menegaskan 
adanya faktor-faktor struktur yang menjadikan 
nelayan tetap menjadi miskin, sebagaimana halnya 
juga terjadi pada nelayan artisanal di pantai Utara 
Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut dapat 
dikategorikan ke dalam faktor internal (mikro) dan 
faktor eksternal (makro). Faktor internal adalah 
faktor-faktor yang berkaitan dengan sumberdaya 
manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka, meliputi: 
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(1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, (2) 
keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi 
penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu 
nelayan buruh), (4) kesulitan melakukan diversifikasi 
usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi 
terhadap okupasi melaut dan (6) gaya hidup  hidup 
yang kurang berorientasi ke depan. Faktor-faktor 
eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, 
yang meliputi: (1) masalah kebijakan pembangunan 
yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial 
dan tidak memihak nelayan tradisional, (2) sistem 
pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan 
pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir 
dan laut karena pencemaran dari wilayah darat; (4) 
praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, 
perusakkan terumbu karang dan konversi hutan 
bakau di kawasan pesisir, (5) penggunaan peralatan 
tangkap yang tidak ramah lingkungan, (6) terbatasnya 
pengolahan teknologi pengolahan hasil tangkap 
pasca penangkapan, (7) terbatasnya peluang-peluang 
kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-
desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim 
yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang 
ta-hun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang 
mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan 
manusia. 
Kontribusi Theory Planned Behavior terhadap 
Persoalan Sifat Kepemilikan Ikan Laut sebagai 
Sumber Milik Bersama
 Salah satu persoalan ekonomis yang mendasar 
pada kerja penangkapan ikan laut adalah sifat 
kepemilikan ikan laut sebagai sumber milik bersama 
(Anderson, 1977), (Semedi, 2002). Keadaan ini 
mengakibatkan berkembangnya sifat individualistik 
yang tinggi di kalangan para nelayan bahwa semua 
nelayan berkeinginan untuk memetik manfaat 
sebesar-besarnya dari sumberdaya yang ada tanpa ada 
seorangpun di antara mereka yang mau melakukan 
sesuatu untuk menjaga agar sumberdaya tersebut 
tetap ada pada tingkat yang menguntungkan (Hardin, 
1968). Salah satu alternatif untuk menjaga agar 
tragedi sumberdaya milik umum ini tidak terjadi, 
adalah diubahnya status dari milik umum (bukan 
milik siapapun) menjadi milik orang tertentu; agar 
stok ikan laut ini berada dibawah klaim kepemilikan 
tunggal (Scott, 1986). Dengan cara ini si pemilik 
dapat melakukan eksploitasi pada tingkat ekonomis 
yang optimal. Alternatif lain untuk mencegah tragedi 
sumberdaya milik bersama adalah dengan melakukan 
kontrol terhadap fishing effort, tingkat upaya 
penangkapan (Stokes, 1987), (Semedi, 2002). Di sini 
para nelayan diatur agar tidak melakukan penangkapan 
melewati daya dukung stok ikan yang ada. 
 Bagaimana upaya untuk melakukan kontrol 
terhadap fishing effort (tingkat upaya penangkapan) 
terhadap sumberdaya ikan di pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat agar tragedi sumberdaya milik umum ini tidak 
terjadi? Jabaran hal tersebut pada Gambar 2. Pokok 
temuan dari hasil studi ini adalah bahwa keberadaan 
peubah niat untuk berperilaku yang berhubungan 
secara positif sebesar 0,68 terhadap peubah perilaku. 
Sementara itu perilaku yang diawali dengan niat 
untuk berperilaku merupakan perilaku yang didasari 
oleh adanya penggunaan informasi secara sistematik 
yang tersedia dari individu. Informasi sistematik 
yang mempengaruhi niat untuk berperilaku berasal 
dari pengaruh peubah sikap sebesar 0,26; peubah 
norma subjektif sebesar 0,46 dan peubah keyakinan 
kemampuan berperilaku sebesar 0,55. Dengan kata 
lain peningkatan satuan peubah sikap, norma subjektif 
dan peubah keyakinan kemampuan berperilaku 
selanjutnya akan meningkatkan satuan peubah niat 
untuk berperilaku dan satuan peubah perilaku. Oleh 
sebab itu untuk mendorong ke arah perilaku kontrol 
terhadap fishing effort tingkat upaya penangkapan ikan 
di pantai Utara Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan 
meningkatkan satuan peubah sikap, norma subkektif, 
dan peubah keyakinan kemampuan berperilaku 
nelayan. Merujuk kepada temuan penelitian, maka 
peningkatan sikap positif nelayan dapat dilakukan 
dalam bentuk pemberian informasi melalui penyuluhan 
yang meningkatkan aspek kognitif (pengetahuan) 
nelayan khususnya dalam bidang (a) penggunaan alat 
tangkap, (b) pelaksanaan operasi penangkapan dan (c) 
menjaga mutu ikan hasil tangkapan.
 Peningkatan norma subjektif untuk berperilaku 
positif nelayan dilakukan dalam bentuk pemberian 
informasi dan penyuluhan yang meningkatkan aspek 
kognitif punggawa khususnya dalam bidang (a) 
penggunaan alat bantu tangkap, khususnya dalam 
bidang, (b) operasi kegiatan penangkapan dan (c) 
menjaga mutu ikan hasil tangkapan. Peningkatan 
keyakinan kemampuan berperilaku nelayan ini 
dilakukan dalam bentuk pembuatan kebijakan yang 
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mendorong nelayan dapat memiliki kemampuan 
berperilaku secara positif khususnya dalam bidang (a) 
penggunaan alat tangkap, (b) penggunaan alat bantu 
tangkap dan (c) persiapan operasi penangkapan.
Kesimpulan
 Theory Planned Behavior dapat digunakan 
untuk melihat niat untuk ber-perilaku dan perilaku 
nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa 
Barat, meskipun dimungkinkan adanya perilaku yang 
dilakukan tanpa melalui niat untuk berperilaku. 
Faktor-faktor karakteristik demografi berpengaruh 
secara langsung pada sikap, norma subjektif dan 
keyakinan kemampuan berperilaku nelayan dalam 
kegiatan perikanan tangkap. Faktor sikap, norma 
subjektif dan keyakinan kemampuan berperilaku 
berpengaruh secara langsung pada niat untuk 
berperilaku nelayan dalam kegiatan perikanan 
tangkap. Faktor niat untuk berperilaku berpengaruh 
secara langsung pada perilaku nelayan dalam kegiatan 
perikanan tangkap.  
 Koefisien determinasi antara peubah sikap, 
norma subjektif, keyakinan kemampuan berperilaku 
peubah niat untuk berperilaku sebesar 0,64. Kondisi 
ini mengindikasikan adanya faktor peubah lain 
sebesar 36% di luar peubah penelitian ini yang 
mempengaruhi niat untuk berperilaku. Sementara itu 
koefisien determinasi peubah perilaku sebesar 0,47% 
yang mengindikasikan adanya pengaruh peubah lain 
sebesar 53% di luar peubah niat untuk berperilaku 
yang mempengaruhi perilaku nelayan. Dengan kata 
lain bahwa tidak sepenuhnya niat untuk berperilaku 
nelayan terwujud sesuai dengan perilaku mereka 
dalam kegiatan perikanan tangkap. 
  Temuan penelitian ini yang menjelaskan 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
nelayan artisanal dalam pemanfaatan sumberdaya 
perikanan, dapat memberikan kontribusi terhadap 
persoalan sifat kepemilikan ikan laut sebagai sumber 
milik bersama di wilayah studi dan komanajemen 
perikanan di Indonesia, khususnya pada komunitas di 
wilayah studi di pantai Utara Provinsi Jawa Barat.
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